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Pengelolaan keuangan desa menuntut akuntabilitas dan ketepatan waktu
pelaporan sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan dan pencairan dana
desa. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih menjadi persoalan di tingkat
desa, termasuk di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes serta mengkaji upaya
pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Masalah utama
penelitian berfokus pada hambatan internal dan kontekstual yang memengaruhi
ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Penelitian dilakukan melalui
pengumpulan data dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa
Patti dengan menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi
pengelolaan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan

pelaporan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi
aparatur desa, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, minimnya sarana
dan prasarana pendukung, rendahnya disiplin waktu kerja, serta hambatan
pelaksanaan kegiatan fisik akibat keterlambatan penyediaan material dan
kondisi cuaca. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas
aparatur desa, perbaikan sarana pendukung, serta peningkatan koordinasi dan
disiplin kerja guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang
lebih efektif dan berkelanjutan.
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Pendahuluan

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Masnun, 2024; Suskendari, 2024). Dalam kerangka tersebut,
pemerintah desa memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pelayanan publik. Kualitas kinerja aparatur desa tercermin dari kemampuannya menjalankan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel
(Pardana & Intan, 2024; Suskendari, 2024).
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Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial mengingat sumber pendapatan desa berasal dari
Pendapatan Asli Desa, dana transfer, serta pendapatan lain yang sah (Setyawan, 2023; Suskendari, 2024). Dana
transfer seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menuntut adanya pertanggungjawaban yang sistematis dan
tepat waktu, karena laporan tersebut menjadi syarat utama untuk pencairan dana pada tahap berikutnya
(Malumperas et al., 2021; V. K. Sari & Widyawati, 2021; Sutisna & Widyawati, 2022). Oleh sebab itu, laporan
pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menempati posisi strategis
dalam siklus pengelolaan keuangan desa. PSAK No. 1 menegaskan bahwa laporan keuangan berfungsi
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas, serta pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya (R. V. Sari et al., 2024). Sejalan dengan itu, pelaporan dan pertanggungjawaban
realisasi APBDes diatur secara normatif melalui Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendagri No. 73
Tahun 2020, yang mewajibkan penyampaian laporan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran (Simaibang, 2024).

Besarnya alokasi dana desa yang diterima setiap tahun menuntut pemerintah desa untuk secara konsisten
menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Ardiany et al., 2023; Saputra & Alfiyah, 2025). Namun
demikian, dalam praktiknya, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes
masih menjadi persoalan di berbagai desa. Keterlambatan pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga berdampak langsung pada tertundanya pencairan dana tahap berikutnya (Gumabo et al., 2024;
Muhammad & Rachman, 2025; Silooy & Talla, 2025). Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada
terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Fenomena keterlambatan tersebut juga terjadi di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat
Daya. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menunjukkan transparansi melalui publikasi laporan
keuangan dan pemasangan baliho APBDes, proses penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes masih menghadapi berbagai kendala (Miar et al., 2025; Ningsih & Yuliana, 2025; Y. W. Sari, 2025).
Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu faktor utama keterlambatan berkaitan dengan belum selesainya
kegiatan pembangunan fisik sesuai target waktu (Aditya, 2022; Rahmah, 2025). Hambatan penyediaan bahan
bangunan, terutama akibat kondisi cuaca ekstrem yang mengganggu jalur distribusi material, menjadi kendala
yang cukup signifikan (Harviyanti & Adriansyah, 2025).

Penyaluran dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan dalam tiga tahap sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024, dengan ketepatan pelaporan sebagai syarat
utama pencairan dana pada tahap selanjutnya (Silooy & Talla, 2025). Pada tahun 2020, Desa Patti mengalami
keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes karena beberapa proyek
pembangunan fisik seperti pembangunan rumah layak huni, perawatan jalan, dan pembuatan MCK tidak selesai
sesuai dengan target waktu yang ditetapkan (Maria Swiethenia Demangalu, 2022; Silooy & Talla, 2025).
Keterlambatan penyediaan bahan material menjadi penyebab utama tertundanya penyelesaian kegiatan, yang
kemudian berdampak langsung pada keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (Maulana &
Harisman, 2024). Ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan desa dapat menghambat kinerja pembangunan
dan pencairan anggaran pada periode berikutnya.

Permasalahan keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dapat dipahami melalui
perspektif teori agensi, teori akuntabilitas publik, dan akuntansi sektor publik. Teori agensi memandang
pemerintah desa sebagai agen yang menerima mandat dari masyarakat dan pemerintah di atasnya sebagai
principal, dengan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu (Ahmad, 2023;
Bahri et al., 2024; Ra’is, 2022). Ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, potensi terjadinya asimetri informasi
semakin besar dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Sementara itu, teori akuntabilitas publik
menekankan bahwa pengelolaan dana publik tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga
tanggung jawab moral untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat
dan pemerintah daerah (Khoir & Susanto, 2025; Rosidah et al., 2023). Dari sudut pandang akuntansi sektor
publik, ketepatan waktu laporan merupakan karakteristik kualitatif yang menentukan relevansi dan kegunaan
informasi keuangan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan (Fadhila & Firdaus, 2024; Susilawati et
al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan desa dipengaruhi
oleh rendahnya kompetensi aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, lemahnya sistem
administrasi, ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, keterlambatan pengadaan material, serta
rendahnya disiplin kerja (Atmarani & Sulistyani, 2025; Rafsanjani & Cheisviyanny, 2021). Kondisi tersebut juga
tercermin dalam praktik pengelolaan keuangan di Desa Patti, sehingga memberikan konteks empiris yang
relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, serta
mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
proses, hambatan, dan dinamika pengelolaan keuangan desa. Dengan mereplikasi penelitian Rafsanjani dan
Cheisviyanny (2021) pada lokasi dan konteks waktu yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
kajian empiris mengenai akuntabilitas keuangan desa serta memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata
kelola APBDes.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang
mendalam mengenai fenomena keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dalam konteks
alamiah pemerintahan Desa Patti. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran proses, dinamika,
dan makna yang melatarbelakangi praktik pengelolaan keuangan desa, khususnya pada tahapan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Sahir, 2021). Fokus penelitian tidak
diarahkan untuk menguji hubungan kausal, melainkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara
komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pelaporan serta bagaimana permasalahan
tersebut dipahami dan dihadapi oleh aparatur desa (Remler & Van Ryzin, 2021).

Desain penelitian disusun untuk menangkap realitas pengelolaan APBDes sebagaimana berlangsung dalam
praktik sehari-hari. Penelitian dilakukan pada konteks pemerintahan Desa Patti dengan mempertimbangkan
karakteristik sosial, administratif, dan geografis desa sebagai latar yang memengaruhi proses pelaporan
keuangan. Pendekatan deskriptif dipandang relevan karena mampu menyoroti praktik tata kelola keuangan desa
secara kontekstual, sekaligus mengungkap hambatan struktural dan teknis yang tidak selalu terlihat melalui
pendekatan kuantitatif.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan peran, kewenangan, dan
keterlibatan langsung dalam pengelolaan APBDes. Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Patti. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki posisi
strategis dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga penyusunan
laporan pertanggungjawaban. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam,
relevan, dan beragam mengenai mekanisme kerja, pengambilan keputusan, serta kendala yang dihadapi dalam
proses pelaporan APBDes.

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Indikator Analisis

No Fokus Penelitian Indikator yang Dianalisis
1 Perencanaan APBDes Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan desa
2 Pelaksanaan Kegiatan Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan fisik
3 Penatausahaan Kelengkapan pencatatan dan administrasi keuangan
4 Pelaporan Ketepatan waktu dan prosedur penyusunan laporan
5  Pertanggungjawaban Penyampaian laporan kepada pemerintah daerah dan masyarakat

Tabel 1 menggambarkan fokus dan indikator analisis penelitian yang disusun mengikuti siklus pengelolaan
keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Setiap indikator digunakan untuk
menelusuri keterkaitan antar tahapan dan mengidentifikasi sumber keterlambatan laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDes secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara
semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan penjelasan informan terkait proses
pengelolaan APBDes dan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan laporan pertanggungjawaban.
Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan fenomena secara naratif,
sekaligus memungkinkan peneliti menelusuri isu-isu yang berkembang selama proses wawancara. Selain itu,
data dokumentasi dikumpulkan dari dokumen resmi desa, laporan realisasi anggaran, arsip rapat, serta catatan
administrasi lainnya yang relevan. Kombinasi data primer dan data sekunder digunakan untuk memperkuat
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pemahaman terhadap fenomena yang diteliti serta meningkatkan kredibilitas temuan melalui triangulasi
sumber.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang
berlangsung secara siklis dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian. Tahap pertama adalah reduksi
data, yaitu proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data hasil wawancara dan dokumentasi ke dalam
tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala
sarana dan prasarana, prosedur pelaporan, serta kondisi geografis dan distribusi material. Tahap kedua adalah
penyajian data, yang dilakukan melalui uraian naratif, tabel, dan kategori tematik untuk memudahkan peneliti
dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan keterkaitan antar faktor penyebab keterlambatan pelaporan. Tahap
terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berulang dengan membandingkan
data antar sumber serta menelaah konsistensi temuan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan dokumen, serta proses verifikasi berulang selama
analisis (Husnullail & Jailani, 2024). Temuan penelitian dinyatakan memiliki validitas apabila didukung oleh
bukti empiris yang konsisten, baik dari hasil wawancara maupun dari dokumen resmi yang dianalisis. Dengan
pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan dapat
dipertanggungjawabkan secara metodologis mengenai keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes di Desa Patti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Patti pada tahun 2024 memiliki 246 kepala keluarga dengan jumlah
penduduk 1.080 jiwa, terdiri atas 565 laki-laki dan 515 perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat relatif
didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar, sedangkan jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi masih terbatas.
Dari sisi agama, mayoritas penduduk menganut Kristen Protestan, dengan sebagian kecil Kristen GBI dan
Kristen GB.

Tabel 2. Gambaran Umum Demografi Desa Patti

Aspek Keterangan
Jumlah Penduduk 1.080 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga 246 KK
Laki-laki 565 jiwa
Perempuan 515 jiwa
Agama Mayoritas Kristen Protestan

Tabel 2 ini menunjukkan kondisi demografis Desa Patti tahun 2024 yang mencakup jumlah penduduk,
komposisi jenis kelamin, dan jumlah kepala keluarga. Data ini memberikan konteks sosial dasar penelitian,
sekaligus menggambarkan skala administratif desa yang memengaruhi beban kerja aparatur dalam pengelolaan
dan pelaporan keuangan desa.

Gambaran Umum Demografi Desa Patti

Jumlah

Jumlah Penduduk  Jumlah KK Laki-laki Perempuan

Gambar 1. Grafik demografi desa Patti
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Gambar 1 ini menyajikan gambaran umum demografi Desa Patti yang mencakup jumlah penduduk,
jumlah kepala keluarga, serta komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Visual menunjukkan bahwa
jumlah penduduk mencapai 1.080 jiwa dengan 246 kepala keluarga, sementara komposisi laki-laki dan
perempuan relatif seimbang. Struktur demografis ini memberikan konteks penting bagi beban administrasi dan
pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Desa Patti juga memiliki prasarana dasar yang mencakup fasilitas
pendidikan (PAUD hingga SMP), prasarana ibadah, dan prasarana umum seperti lapangan olahraga dan balai
pertemuan. Kondisi demografis dan prasarana ini menjadi konteks penting dalam memahami kapasitas
pengelolaan keuangan desa.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Patti

Jenjang Pendidikan  Jumlah (Orang)

SD 388
SMP 118
SMA 191

D1-D3 11

S1 25

S2 1

Tabel 3 ini menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Patti yang didominasi oleh lulusan
sekolah dasar dan menengah. Proporsi masyarakat berpendidikan tinggi relatif kecil. Kondisi ini
mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia secara umum, yang menjadi latar penting dalam
memahami kapasitas tata kelola dan partisipasi masyarakat desa.

Tingkat Pendidikan Mgazsyarakat Desa Patti
s1

D1-D3

SMA

sD

Gambar 2. Tingkat Pendidikan masyarakat desa Patti

Gambar 2 ini menunjukkan distribusi tingkat pendidikan masyarakat Desa Patti yang didominasi oleh
lulusan Sekolah Dasar, diikuti oleh pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Jenjang pendidikan
tinggi, khususnya S1 dan S2, terlihat sangat kecil meskipun ditampilkan secara terpisah. Komposisi ini
menggambarkan keterbatasan sumber daya manusia berpendidikan tinggi di Desa Patti. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara administratif, pengelolaan APBDes di Desa Patti telah dilaksanakan sesuai
tahapan yang ditetapkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, kepala desa menghimpun BPD, perangkat desa, dan masyarakat melalui
musyawarah desa untuk menjaring aspirasi. Tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa melalui
pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan buku kas umum dan buku kas pembantu, serta
penutupan buku setiap akhir bulan sebelum disampaikan kepada kepala desa. Pada tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban, laporan realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun
anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah serta pemasangan baliho APBDes.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa menjadi salah satu faktor
utama keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Sebagian besar perangkat desa berlatar
belakang pendidikan SMP, sementara hanya dua orang yang berpendidikan sarjana.
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Tabel 4. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Patti

Jabatan Pendidikan Terakhir
Kepala Desa S1
Sekretaris Desa SMP
Bendahara Desa SMP
Kaur Pemerintahan SMP
Kaur Pembangunan SMP
Kaur Umum SMP
Operator Desa S1

Tabel 4 ini memperlihatkan latar belakang pendidikan perangkat Desa Patti, yang sebagian besar
berpendidikan SMP. Hanya kepala desa dan operator desa yang berpendidikan sarjana. Kondisi ini
menunjukkan keterbatasan kapasitas akademik aparatur desa, yang berdampak pada kemampuan teknis dalam
pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Patti

71.4%

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Patti

Gambar 3 ini menunjukkan distribusi tingkat pendidikan perangkat Desa Patti berdasarkan pendidikan
terakhir. Mayoritas perangkat desa berpendidikan SMP, sementara hanya sebagian kecil yang berpendidikan
sarjana. Komposisi ini menegaskan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam
mendukung pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan yang menuntut kompetensi teknis. Kepala
Desa Patti menjelaskan bahwa‘“Salah satu faktor yang menjadi penyebab keterlambatan APBDes yaitu tingkat
pendidikan para aparatur desa. Perangkat desa Patti sebagian besar bukan dari lulusan perguruan tinggi bahkan
ada yang hanya lulusan SMP.” Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan teknologi
informasi aparatur desa masih terbatas, sehingga proses penyusunan laporan keuangan sangat bergantung pada
satu orang operator desa. Bendahara Desa Patti menyatakan “Penyusunan laporan keuangan itu dilakukan
oleh operator desa, karena sebagian perangkat desa belum mengoperasikan komputer dengan baik.”

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
pelaporan masih sangat terbatas. Desa Patti hanya memiliki satu komputer dan satu laptop untuk menunjang
seluruh aktivitas administrasi dan pelaporan keuangan desa. Kepala Desa Patti menyampaikan‘“Pemerintah
desa masih kekurangan komputer karena di desa hanya ada satu komputer dan satu laptop.” Keterbatasan ini
berdampak pada lambatnya proses penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya disiplin waktu kerja aparatur desa menjadi
faktor yang memperlambat proses pelaporan. Beberapa perangkat desa sering tidak berada di tempat saat jam
kerja, sehingga proses administrasi dan pelaporan harus tertunda.

Kepala Desa Patti menjelaskan“Salah satu penyebab terlambatnya pelaporan realisasi APBDes adalah
kurangnya disiplin waktu kerja.” Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlambatan penyediaan bahan
material pembangunan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Sekretaris Desa Patti
menyatakan“Apabila dari pihak supplier bahan bangunannya habis atau faktor cuaca yang buruk maka harus
menunggu sampai bahan material datang barulah pembangunan dilanjutkan.” Kesulitan penyusunan laporan
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juga dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antarbagian, gangguan sistem keuangan desa, serta ketidakpastian
batas waktu pelaporan. Bendahara desa menjelaskan bahwa kesalahan penggunaan sistem sering
menyebabkan penolakan sistem, sehingga memperlambat penyusunan laporan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika keterlambatan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes pada konteks pemerintahan desa, khususnya di Desa Patti. Temuan
menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan
prosedural, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kapasitas sumber daya manusia,
ketersediaan sarana prasarana, disiplin kerja aparatur, serta kendala pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik
(Diana et al., 2023; Tengor et al., 2025). Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa akuntabilitas keuangan
desa tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, administratif, dan struktural desa itu sendiri.

Temuan penelitian ini mendukung perspektif akuntabilitas publik yang menekankan bahwa
pertanggungjawaban keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga refleksi kapasitas institusional
dan kompetensi aparatur. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa, sebagaimana ditunjukkan oleh
dominasi pendidikan SMP pada perangkat desa, berimplikasi langsung pada keterbatasan pemahaman teknis
pengelolaan keuangan dan pelaporan (H Maida, 2022; Silooy & Talla, 2025). Temuan ini sejalan dengan
penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan determinan utama
ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan desa (H Maida, 2022; R. V. Sari et al., 2024; Silooy & Talla,
2025). Namun, penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan
tersebut diperparah oleh ketergantungan yang tinggi pada satu operator desa dalam pengelolaan teknologi
informasi.

Dari perspektif teori agensi, hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi masalah keagenan yang
muncul ketika aparatur desa sebagai agen belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi principal, baik
pemerintah daerah maupun masyarakat. Ketergantungan pada satu individu, keterbatasan penguasaan sistem
keuangan desa, serta ketidakpastian batas waktu pelaporan menciptakan risiko keterlambatan yang berulang
(Aswadi, 2025; Husna et al., 2025). Temuan ini memperjelas bahwa asimetri informasi dan kapasitas teknis
yang rendah dapat menghambat fungsi pengawasan dan evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh principal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor non-teknis, seperti disiplin waktu kerja dan koordinasi
antarbagian, memiliki peran signifikan dalam memperlambat proses pelaporan. Kurangnya kehadiran aparatur
pada jam kerja dan lemahnya koordinasi antarperangkat desa menyebabkan proses administrasi bersifat saling
menunggu. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keterlambatan pelaporan tidak selalu bersumber dari
regulasi atau sistem, tetapi juga dari budaya kerja dan praktik organisasi di tingkat desa.Keterlambatan
penyediaan bahan material pembangunan akibat faktor cuaca dan ketergantungan pada supplier di luar
wilayah desa menjadi faktor kontekstual yang khas. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlambatan laporan
pertanggungjawaban tidak dapat dilepaskan dari realisasi fisik kegiatan, karena laporan baru dapat disusun
setelah kegiatan selesai dan bukti administrasi tersedia. Dengan demikian, keterlambatan pelaporan bersifat
kumulatif dan berakar pada seluruh siklus pengelolaan APBDes, bukan hanya pada tahap pelaporan akhir.

Temuan penelitian ini juga perlu dipahami dengan mempertimbangkan kemungkinan penjelasan alternatif.
Keterlambatan pelaporan dapat pula dipengaruhi oleh dinamika regulasi yang sering berubah, tekanan
administratif dari pemerintah di atasnya, serta keterbatasan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Faktor-
faktor ini, meskipun tidak menjadi fokus utama penelitian, berpotensi memengaruhi kesiapan aparatur desa
dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaporan yang semakin kompleks. Kekuatan penelitian ini terletak
pada penggunaan wawancara mendalam dan observasi yang memungkinkan penelusuran pengalaman
aparatur desa secara langsung dan kontekstual. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama
terkait ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada satu desa. Oleh karena itu, temuan penelitian tidak
dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam yang
dapat ditransfer secara konseptual ke desa lain dengan karakteristik serupa.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui
pelatihan berkelanjutan, khususnya di bidang teknologi informasi dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu,
penyediaan sarana prasarana pendukung, seperti komputer dan akses sistem yang memadai, menjadi prasyarat
penting untuk mempercepat proses pelaporan. Penguatan koordinasi internal, penegakan disiplin kerja, serta
kejelasan batas waktu pelaporan juga perlu menjadi perhatian utama pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Simpulan

Penelitian ini menjawab permasalahan utama terkait keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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keterlambatan pelaporan bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedural, karena secara administratif
seluruh tahapan pengelolaan APBDes telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan utama
justru terletak pada faktor internal dan kontekstual yang memengaruhi kemampuan aparatur desa dalam
menyelesaikan laporan secara tepat waktu. Temuan penelitian mengungkap bahwa keterlambatan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu rendahnya
tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur desa, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, minimnya
sarana dan prasarana pendukung pelaporan, rendahnya disiplin waktu kerja, serta hambatan pelaksanaan
kegiatan fisik akibat keterlambatan penyediaan material dan kondisi cuaca. Ketergantungan yang tinggi pada
satu operator desa dalam penyusunan laporan keuangan turut memperbesar risiko keterlambatan, terutama
ketika beban administrasi meningkat. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada ruang lingkup
penelitian yang hanya berfokus pada satu desa sehingga temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk
digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam mengeksplorasi peran
pendamping desa, dinamika kebijakan pemerintah daerah, serta perubahan regulasi pelaporan yang berpotensi
memengaruhi kesiapan aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Penelitian selanjutnya
disarankan untuk melibatkan lebih dari satu desa dengan karakteristik yang beragam agar diperoleh pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai faktor keterlambatan pelaporan keuangan desa. Penelitian mendatang juga
perlu mengkaji secara lebih mendalam peran pendampingan teknis, kebijakan pemerintah daerah, serta strategi
penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan pengelolaan
keuangan, guna mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.
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